
Menlmbang a. bahwa sehubungan adanya Surat Menteri Dalam Negeri 
Nomor 02517918/SJ langgal 4 Nopember 2013 tentang 

Tata Cara Berpakaian Oinas bagi Kepala Dae rah dan 
Wakil Kepala Oaerah maka ketentuan Pakaian Oinas 
Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bekasi yang semula telah ditetapkan melalui 

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang 
Pakaian Oinas Pegawai Negeri Sipll di Lingkungan 
Pemerlntah Kabupaten Bekasl.namun pelaksanaannya 

pertu ditinjau clan disesuaikan kembali; 
b. bahwa berdasarken pertimbangan sebagaimana 

dlmaksud pada huruf a di atas, maka penyesualannya 
tersebut perlu ditetapkan kembali melalui Peraturan 

Bupati. 
1. Undang-Undang Nomor 14 T ahun 1950 ten tang 

Pembentukan Oaerah-Oaerah Kabupaten di Ungkungan 
Provinsi Jawa Barat (Serita Negara Tahun 1950): 

2. Unclang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah dlubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. 
Tambahan Lembaran Negara ReptJblil< Indonesia 
Nomor 3890); 

Menglngat 

TENT ANG 
PAKAIAN OINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

NOMOR ~ ~ 2014 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tenlang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 temang 
Peraturan Oisiplin Pegawai Negerl Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135); 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

2007 Nomor 82. Tambahan Tahun Indonesia - 

5. Peraluran Pemerintah Nomor 62 Tahu:n 1990 rentang 
Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata 

Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara 
Republik lndon<lsia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432): 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang 
Pembagian Urusan Pemerlntahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Oaerah Provins! oan Pemeriniahan 

Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republi1< 

3 Undang-Undang Nomor 32 T anun 2004 teniang 

Pemelintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Alas Undang·Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik lrM:lonesia Nomor 82, 

T ambahan Lembaran Negara Republik lrM:lonesia 

Nomor 5234); 



16. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 53 Tanun 

2009 tentang Perubahan Pertama atas Permendagri 
No.60 Tahun 2009 tentang Pakaian Olnas Pegawai 

Negeri Sipll di Ungkungan Oepartemen Oalam Negeri 

dan Pemerintah Oaerah 

Negeri Nomor 19 15. Peraturan Menteri Oalam 
Tahun 2008 tentang Kecamatan; 

14. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor t 1 Tahun 2008 
tentang Pakaian Oinas Kepala Oaerah ,Wakil Kepala 

Daerah dan Kepala Oesa: 

- 

13. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 60 
T ahun 2007 ten tang Pakaian Dinas Pegawai 

Negeri Sipit Oi Ungkungan Oepartemen Oalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah; 

Tahun 2007 tentang Pakalan Dinas Aparatur 

Pemadam Kebakaran; 

Dalam Negeri Nomor 49 12. Peraturan Menteri 

t t . Kepul\Jsan Menterl Pethubungan Nomor : KM 6 
T ahun 2004 ten tang Pedoman Pakaian Seragam 

Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di 
Bidang Pemubungan Darat 

Seragam, Lambang, Tanda Pangkat, dan Tanda 
Jabatan Di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan 

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota: 

KEP.24/MEN/2003 !en!ang 

Indonesia Nomor : 

Pe<loman, Pakaian 

Republik T ransmigrasi 

clan Tenaga Kerja Alas Keputusan Menteri 

10. Keputusan Menterl Tenaga Kerja clan Transmigrasi 

Nomor KEP.71/MENN/2004 tentang Perullahan 

9 l(epun,,san PrBS<den Nomo< 18 Tahun 1972 tentang 
Jerns1en.s PaJ<aian Sipd. sebagaimana telah dlubah 

dengan Keputusan Presiden Nomor 50 T ahun 1990 
tentang Perubahan Alas Keputusan Presiden Nomor 18 
Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil; 



Dalam Peraturan ini yang dimakSud dengan : 

a. oaerah adalah Kabupalen Bekasi; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupalen Bekasi; 

c. Bupali adalah Bupati Bekasi; 
d. Pegawal adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di 

Ungkungan Pemerinlah Kabupalen Bekasi; 

e. Carnal adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamalan; 
I. Lurah adalah Pegawai Negerl Sipil yang memimpin Kelurahan; 

g. Kepala Desa adalah seseorang yang lerpilih untuk memimpin desa; 

h. Pakaian Dinas adalah pakatan seragam yang dipakal untuk menunjutd<an 
ldentilas Pegawal Negeri Sipil dan daerah dalam melaksanakan tugas; 

i. Atribul adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas: 

Passi 1 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

PEAATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PAKAtAN 
DINAS PEGAWAI NEGEAI SIPIL 01 UNGKUNGAN 

PEMEAINTAH KABUPATEN BEKASI. 

Mene1apkan 

MEMUTUSKAN 

,- Peraturan Gut>etnur PrOWlSI Jawa Barat Nomor 64 
Tahun 2010 teniang Perobatian Atas Peraturan 

Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pakaian Dinas Di Ungk\Jngan Pemerintah Provinsi Jawa 

Baral; 
18. Peraturan Daerah Kabupalen Bekasi Nomor 7 

Tahun 2009 tenlang Organisasi Perangkal Daerah 

Kabupaten Bekasi (Lembaran Oaerah Kabupalen 
Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sabaqaimana telah 
beberapa kali diubah lerakhir dengan Peraturan Oaerah 

Nomor 8 Tahun 2012 ter,tang Perobahan Kedua Alas 

Peraturan Oaerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang 

Organisasi Perangkal Oaerah (Lembaran Oaerah 

Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8). 



( 1) Pakaian Dinas di Ungkungan Pemerinlah Kabupaten Bekasi terdiri dart: 

a. Pakaian Dinas Harian disingat POH; 
b. Pakaian Sipil Harian dislngkal PSH; 

c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; 
d. Pakaian Slpll Lengkap disingkat PSL: 
e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat POL; 

r. Pakaian Dinas Upacara disingkat POU. 

g. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik: 

h. Pakaian LINMAS: 
(2) Se lain pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), untuk 

menunjukkan identitas pegawai dan dasrah ditentukan jenis-jenis pakaian 

sebaqai berikut: 
a. Pakaian Oinas Harian Wama Bebas dlsingkat PDH Wama Bebas; 

b. Pakaian Dlnas Khusus disingkat POK: 

Pasal2 

Bagian Kesatu 
Jenis Pakalan Dines 

BASii 
PAKAIAN DINAS 

Tenaga Pendd < aoalall pegawa, yar,g bertugas sebagai GUfU- Tenaga 
Pengajar di Ungkungan Dmas Pendid1kan dan aiau d,nas yang menangan, 

bidang penchdikan di Kabupaten Bekas,; 
k. Unsur Teknis adatah Satuan Kerja Perangkat Dae,ah teknis yang 

menangani operasional bidang perhubungan, pemadam kebakatan. 

ketenagakerjaan transmigrasi dan Satuan Polisi Pamong Praja di 

Ungkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi; 
Unsur Pelayanan adalah unsur yang menangani bidang pelayanan pajak, 

retribusi dan perizinan di lingkungan pemerinlah Kabupaten Bekast; 
m. Unsur Pelayanan Medis dan Para Medis adalah pegawai yang bsrada di 

lingkungan Rumah Saklt Umum Daerah Kabupaten Bekasi; 
n Upacara Kenegaraan adalah penyelenggaraan upacara dalam rangka 

memperingatl Hari Kemerdekaan Republik Indonesia; 
o Upacara lainnya adalah penyelenggaraan ooacara diluar ooacara 

kenegaraan; 



tanda pengenal dan papan nama. 
c. PDH wamta berjllbab dan atau hamil menyesuaikan. 

(3) PDH Kepala Oaerat\/Wakll Kepala Oaerah terdiri dari : 

a. PDH Prla: 
1. Kemeja lengan pendek/panjang,bef1idah bahu.wama khaki; 

2. Celana panjang warna khakl;dan 
3. lkat pinggang nilon/kulit,kaos kaki dan sepatu wama hitam. 

b. POH Wanita : 
1. Baju lengan pendek,berlidah banu.warna khaki; 

- 

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah 

pakalan untuk melaksanakan tugas sshan-nad; 
(2) PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), terdiri dari: 

a. POH Pria: 
1. Kemeja lengan pendek, kerah be1diri. berlidah bahu, wama khaki; 
2. Celana panjang wama khaki; 

3. lkat pinggang, kaos kaki dan sepatu wama hitam; 
4. Memakai tencana KORPAi, nama lokasildaerah, lambang daerah, 

tanda pengenal dan papan nama.sabuk/ikat pinggang Korpri. 

b. PDH Wanita ; 

I. Baju lengan pendek, kerah rebah. berlidah bahu. wama khaki; 
2. Rok 15 cm di bawah lutut. warna khaki; 

3. Separu wama hitam; 
4. Memakai lencana KORPAi, narna lokasVdaerah, lambang daerah, 

Pasal4 

Bagian Kedua 
Pakaian Dinas Harlan 

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) 

mempunyai fungsi sebagai identitas pegawai dan identitas daerah sebagal sarana 

pengendalian dan pengawasan pegawai. 

Pasal3 

c, Pa<aian Seragar,, Salli< KO<J)ri; 
d PakaJan Olah Raga 



melaksanakan tugas sshan-harl maupun kepertuan lain yang bersifat umum; 

(2) PSH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari: 
a. PSH Pria: 

1. Jas lengan pendek kerah berdiri, celana panjang wama gelap; 

2. Leher berdiri dan tert>ul<a; 
3. Tiga saku, satu di atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; 

4. Kanclng lima buah; 

s. Sepatu warna hitam: 

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dlpakai untuk (1) 

Pasal 5 - 
Bagian Ketlga 

Pakaian Sipll Harian 

lencana KORPAi dan peci/mut.sabuk/ikat pinggang korpri 

b. POH Camat. Lurah dan Kepala Oesa Wanita : 
1. Baju lengan pendek, kerah rebah, berlidah bahu, wama khaki; 

2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna khaki: 

3. Sepatu warna hltam: 
5. Memakai Nama Lokasl/Oaerah, Lambang Daerah. tanda 

jabatan, taoda pangkat hartan. papan nama, tanda pengenal. 
lencana KORPAi dan peci/mut, sabuk/ikal p,nggang korpri: 

c. PDH Camat dan lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. 
(5) Bentuk Pakaian Dinas HaJian (POHJ sebagaimana lercantum dalaln 

Lampiran I Peraturan ini; 

Oaerah, tanda 
tanda pengenal, 

Memakai Nama LokasVOaerah, Lambang 

jabatan, tanda pangkat harlan, papan nama, 
4. 

(4) POH Camat, Lurah dan Kepala Oesa terdiri darl : 

a. POH Camat. Lurah dan Kepala Desa Pria : 
1. Kemeja lengan pendek, kerah berdiri, berlidah bahu, wama khaki; 

2. Celana panjang wama khaki; 

3. lkat pinggang, kaos kaki dan sepatu warna hitam; 

2. Roi< 15 cm d bawah lutuUcelana panjang wama khalu;dan 
3. Sepatu pantovel wama hitam. 

c. POH waruta beqllbab dan hamll menyesuaikan. 



( 1) PSA sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf c dlpakai untuk 

menghadirl upacara yang bukan upacara kenegaraan: 
(2) PSR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari: 

a. PSA Pria: 
1. Jas lengan panjang, celana panjang warna gelap; 

2. Kerah tlerdiri dan tsrbuka; 
3. Tiga sake, satu di alas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; 

4. Kancing llma buah; 
5. Sepatu wama hitam; 

6. Memakal papan nama. 

b. PSA Wanita: 
1. Jas klngan panjang, kerah rebah wama gelap; 
2. Aok 15 cm dibawah lutut, wama gelap; 

3. Tiga saku, satu di alas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; 
4. Kancing lima buah: 

Pasal6 

Bagian Keempat 
Pakaian Sipil Aesml 

31 Bentuk Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan lnl. 

b. PSH Wanita • 
1. Jas lengan pendek kerah rebah. tsner berdirl dan tert>uka, warna 

gelap: 
2. Rok 15 cm di bawah IU11.Jt. warna gelap: 

3. Tiga saku, satu dl alas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; 

4. Kanclng llma buah; 
5. Sepatu wama hitam: 
6. Memakai lencana KORPAi, papan nama dan tanda 

pengenaJ,sabuklikat pinggang KORPAi; 
c, PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. 

6. Mema_l<al lencana KOR?Rl papan nama aan tanda 

pengenal.sabuklu<at pioggang KORPRl: 



(1) POL sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipakal untuk 

menjalankan tugas operasional yang bersifat teknis; 

(2) POL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). disesuaikan dengan ketentuan 
dan peraturan perundang-undangan yang ber1aku; 

Pasal8 

Bagian Keenam 
Pakaian Dinas Lapangan 

1 PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurup d dipakai untuk 

menghadiri uoacara resmi kenegaraan dan atau menyesuaikan; 
2) PSL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dart 

a. PSL Pria: 
1. Jas lengan panjang kerah berdiri, celana panjang wama gelap; 

2. Kemeja dan berdasi; 

b. PSL Wanita: 
1. Jas lengan panjang kerah rebah, warna gelap; 
2. Rok 15 cm di bawah lulut, warna getap; 

3. Kemeja dan berdasi. 
c. PSL wanlta betjilbab dan hamil menyesuaikan. 

(3) 6entuk Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagalmana tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan ini. 

Pasal7 

Bagian Kelima 
Pakaian Sipil Lengkap 

5. Sepatu wama hdam: 
6. Memaka1 papan nama. 

c PSA waruta berjilbab dan hamil menyesuaikan. 
l Bentuk Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana tercanmm dalam Lamplran I 

Peratur.an ini; 



(S) POU Camat, Lurah dan Kepala Desa terdiri dari: 
a. POU Camat, Lurah dan Kepala Oesa Pria : 

1. Kemeja wama putih, daSI warna hitam polos, jas kerah berdiri wama 
putih dan kancing warna perak; 

- 2. Celana panjang warna putih, kaos kakl dan separu kulit warna hitam; 
3. Memakai tutup kepala, lencana KORPAi, tanda Jabatan, tanda 

pangkat upacara. papan nama, tanda blntang jasa dan topi upacara 
b. POU Camat, Lurah dan Kepala Desa Wanita : 

1. Kemeja wama putih, dasi warna hitam polos, jas kerah rebah wama 
putih dan kancing warna perak; 

2. Rok warna putih 15 cm dibawah lulu!, kaos kaki dan sepatu wama 

hltam; 
3. Memakai tutup kepala, lencana KORPAi. tanda jabatan, tanda 

pangkat upacara, papan nama, tanda bintang jasa dan top; upacara. 

c. POU Carnal dan Lurah wanita berjilbab dan atau hamil menyesuaikan. 

t POU sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 ayat (1) hurur t d;pakru dalam 

melaksanakan upacara pelantlkan dan upacara hari-hari besar tertentu; 
·2· POU sebaqaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri POU Kepala Oaerah/Wakil 

Kepala Oaerah,Camat,Lurah,Kepala Oesa terdiri dari : 

3J POU Kepa1a Daerah/Wakil Kepala Daerah terdili atas: 
a. POU Kepala Daerah/Wakil Kepala Oaerah Pria : 

1. Kemeja warna Putih.dasi warna hitam polos dan Jaswama putih 

dengan kancing warna kuning emas: 
2. Celana panjang wama putih; dan 

3. Kaos kakl dan sepatu kulit,semua warna putih. 
141 POU Kepa1a Oaerah/Wakil Kepala Oaerah terdiri atas : 

b.POU Kepala Daerah!Wakil Kepala Oaerah Wanita : 
1. Kemeja warna putih,dasi wama hitam polos dan jas wama putih dengan 

kancing wama kuning ernas; 
2. Rok wama putih 15 cm dibawah lutut:dan 

3. Sepatu pantovel warna putih. 
c, POU Kepala Oaerah/Wakil Kepala Oaerah Wanita Berjnbab dan hamil 

menyesuaikan. 

Pasal9 

Bagian Ketujuh 
Pakaian Oinas Upaeara 



11) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat {1) huruf h d,pakal 
untuk melaksanakan tugas kedinasan pada hall senin. 

!2) LINMAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: 

a. LINMAS Pria : 
1. Kemeja lengan pendek karah berdiri,be~idah bahu, wama hljau . 

2. Celana panjang warna hijau: 
3. lkat pinggang.kaos kakl dan sepatu warna hitam; 
4. Memakai lencana KORPRt,tanda pengenal dan pa.pan 

nama.sabuk/ikat pinggang KORPAi; 

Pasal 11 

Bagian Kesembllan 
Pakaian UNMAS 

1. Baju Batik tengan pendek 
2. Celana Panjang warna getap.sepatu wama hitam 

3. Memakai tanda pengenal. 
b. PDH Batik Wanita : 

1. Baju batik lengan panjang; 
2. Rok 15 cm dibawah lutut wama gelaplcelana panjang wama 

gelap,sepatu hitam. 
c, PDH Batik berjllbab <Ian atau hamil menyesuaikan. 

1 POH Batik sebagaimana dimaksud Pasat 2 ayat (1) huruf g dipakai untvk 
metaksanakan tugas hari kamis dan hari jumat setelah kegiatan olah raga dan 

nan sabtu unsur bagi tenaga guru serta pegawai puskesmas di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bekasi; 

POH sebaga,mana dimaksud dalam ayat { 1) terdiri dari : 

a. PDH Batik Pria : 

Pasal 10 

Bagian Kedelapan 
Pakaian Oinas Harian {POH) Batik 

& Bentv« Pa!<aian Ovtas l,Jj)aeeJ'a ,POU\ sebaga,mana tercantum dalam 

Lampira,1 I Peraturan in,; 



POH Wama Bebas sebagalmana dimaksud dalam Pasat 2 ayat (2) huruf a 
cf:pakai untuk melaksanakan tugas pada hari rabu untuk pejabat Eselon II dan 

Eselon Ill di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Bskasi; 
'2 POH Warna Bebas sebagaimana dimakSud dalam ayat (1 ). terdiri dafr 

a PDH Warna Bebas Prla: 
1. Kemeja lengan pendek kerah berdiri, be~idah bahu, warna gelap; 

2. Celana panjang wama gelap; 
3. lkat pinggang korpri, kaos kaki dan sepalu warna tu1am; 
4. Memakai tencana KORPRI, tanda pengenal dan papan nama 

b. PDH Warna Bebas Wanita: 
t. Baju lengan panjang ksrah reoah, berlidah bahu, warna gelap; 

2. Rok 15 cm di bawah lutut. wama gelap; 

3. Sepatu warna hitam; 
4. Mem~kai lencana KORPRt, tanda pengenal dan papan nama. 

c. PDH Warna seoes wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. 
(3l Bagi petugas Protokol, Kehumasan clan Tim Bantuan Hukum menggunakan 

PDH Wama Bebas dalam rnetaksanakan tugas kedinasan tertentu 

menyesuaikan dengan kegiatan pada saat itu; 
(4) Bentuk Pakaian Dinas Harian {PDH) Warna Bebas sama dengan bentuk 

Pakaian Dinas Harian (PDH). 

Bagian Kesepuluh 

Pakaian Dinas Harian Bebas 

Pasal 12 

e. !..JNMAS WANITA 
I. Baiu le~n pendek kerah rebah.berlidah bahu wama hijau; 
2. Rok 15 cm di bawah lutut, wama hijau; 

3. Sepatu wama hitam; 
4. Memakai lencana KORPRl,!anda pengenal dan paean nama. 

c LINMAS Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. 



?:Y,< sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 ayat (2) huruf b dipakai untuk 

e>elaksanakan tugas lapangan dan front office bagi pegawai unsur teknis dan 

:rosur pelayanan; 
"OK 1apangan bagi pegawal uosur teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat 
1 O<sesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 

be1alcu; 

?Ci< iapangan bagl pegawai unsur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 
a ,ai 1 ), terdiri dari pelayanan pajak dan retnbusi, pelayanan perizinan, front 

c-G.tenaga pengawas sekolah, pelayanan medis dan tenaga fungsional 

-tan,pemeriksa; 
!<£,<emuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur sebagai berikut: 

~ POK lapangan petayanan Pajak,Retribusi dan Petugas Lapangan Pria: 
1 Kemeja lengan panjang, warna biru mucia; 
2. Celana panjang warna gelap, sepatu hitam; 

3. Memakai lencana KORPAi. papan nama can tanda pengenaL 
b FOK lapangan petayanan Pajak,Retribusi dan Petugas Lapangan Wanita: 

1 Kemeja warna putih dengan blazer lengan panjang, warna biru muda; 

2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap: 
3. Sepatu warna httam; 
4. Memakai lencana KORPAi, papan nama dan tanda pengenaL 

c POK lapangan Pelayanan Perizinan dan front office Pria: 
1. Kemeja lengan panjang wama abu-abu berdasi; 

2. cetaoa panjang wama httam, sepatu warna hitam; 
3. Memakai lencana KORPAi, papan nama dan tanda pengenal. 

d POK tapanqan Petayanan Perizinan dan front office Wanita: 
1. Baju warna abu-abu ; 

2. Rok/Celana panjang warna abu·abu, sepatu warna hitam; 
3. Memakai lencana KORPAi, papan nama dan tanda pengenal; 

e POK Pelayanan Medis Pria: 

1. KemeJa lengan pendek kerah berdiri be~idah bahu wama khaki 
(PDH) dilengkapi sneel jas (jas rangkapan) warna putih: 

Bagian Kesebelas 
Pakaian Oinas l<husus 

Pasal 13 



• 
3. Sepatu wama hitam; 
4. Memakai lencana KORPAi, papan nama dan tanda pengenal 

k. POK lapangan Pemeriksa Prta: 

1. Kemefa lengan panjang warna PuUh Tulang dan berdasi; 
2. Celana panjaog warna gelap. sepatu hitam; 

3. Memakai lencana KORPAi, papan nama dan tanda pengenal 

I. POK Pemeriksa Wanita: 
1. Kemeja lengan panjang, warna puUh tulang; 
2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjaog warna gelap; 

3. Memakai lencana KORPAi, papan nama dan tanda pengenal 

2. Rock 15 cm dlbawah lutut wama gelap: 

3. Sepal\J wama hitam; 
4. Memakai lencana KORPRl,papan nama dan tanda pengenal; 

POK lapangan Pengawas Sekolah Prla: 
1. Kemeja lengan panjang wama biru muda dan berdasl; 
2. Celana panjang wama gelap, sepalU hitam; 
3. Memakai lencana KORPAi, papan nama dan tanda pengenal 

J. POK lapangan Pengawas Sekolah Wanija: 
1. Kemeja warna putih dengan blazer lengan panjang, wama biru muda; 

2. Rok 15 cm di bawah lutut wama gelap; 

Z CeiaJ1a paniang wama khaki sepatu hllam. 

3 Memakai lencana KORPAi. papan nama dan tanda pengenal.ll<a! 
p,119gang korpn 

t ?Di< iapangan Pelayanan Medis Wanita: 
l Kemeia lengan pendek warna khaki (POH) dilengkapi sneel jas (jas 

rangkapan) warna putih; 
2 Rok 15 cm di bawah lutut wama abu-abu; 

3 Separu wama hitam; 
4 Memakai lencana KORPAi, papan nama dan tanda pengenal 

., POK tenaga Fungsional Kesehatan Prla : 
1. Kemeja lengan panjang wama biru muda: 

2. Celana panjang wama gelap,sepatu hitam; 

3. Memakai lencana KORPRl,papan nama dan tanda pengenal; 

~ POK tenaga Fungsional kesehatan Wanita : 
1. Kemeja wama putih dengan blazer lengan panjang,wama biru 

muda; 



- 

m. PDK lapangan Pelayanan Pajak, Retribusi .. Perijinan dan front office , 

Tenaga Pengawas Sekola,Pelayanan Medis,tenaga fungsional 
kasehatan.dan Pemeriksa. Wanita Berjilbab dan atau hamil 

menyesuaikan; 
n. Pakaian Dinas satuan Potisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi 

berpedoman pada Peraturan Menter! Dalarn Negeri Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2013 tenlang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan 
dan Peralatan Operasonat Saluan Polisi Pamong Praja; 

o. Pakaian Dinas Tenaga Kerja, Pemerinlah Kabupalen BekasJ berpedoman 

pada Keputusan Menleri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor:KEP. 71/MENN/2004 lentang perubahan atas 

Keputusan Manieri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor.KEP. 24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, 
Lambang, Tanda Pangkat, dan Tanda Jabatan di Lingkungan 

Pengawasan Tenaga Kerja Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kola dan 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor:PER. 09/MENN/2011 lentang penggunaan Pakaian Dinas bagi 
Pejabat Fungsional Pengantar Kerja. 

p. Pakaian Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Bekasi berpedoman 
pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:KM.6 Tahun 2004 tenlang 

Pedoman Pal<aian Seragam Pegawai Negerl Sipll untuk Petugas 
Operasional di Bidang Perhubungan Dara!. 

q. Pakaian Oinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemedam Kebakaran 

berpedoman paoa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam 

Kebakaran. 



(1) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e 

dipakal pada setiap kegiatan olah raga; 
t2) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimakSucl dalam ayat (1), terdiri dari: 

a. Pakaian Olah Raga Pria: 
1 . Kaos lengan pendek; 

2. Celana panjang training; 
3. Sepatu olah raga. 

b. Pakaian Olah Raga Wanita: 
1. Kaos lengan pendek; 

2. cetana panjang trafning: 
3. SepalU olah raga. 

c. Pakaian Olah Raga wanita berjilbab dan atau hamil menyesuaikan. 

Pasal15 

Baglan Kedua belas 
Pakaian Olah Raga 

, Pakaian Batik KORPAi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d 

dlgunakan: 
a. Upacara rutin tanggal 17 sefiap bulan, dengan ketenlUan dalam hal 

tanggal 17 jalUh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja 

berikumya; 
b. Rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; clan 

c Acara diluar kerentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, sesuai 
ketentuan peralUran perundang-undangan. 

2 Bentuk Pakaian Batik KORPAi sebaqaimana tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan ini; 

3 Pakaian Batik KORPAi Wanita berjilbab dan atau hamil menyesuaikan. 

Pasal14 

Bagian Kesebelas 
Pakalan Batlk KORPRI 



1 Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah 

ainbut yang menggambarkan landasan filosofis alas gambaran dal1 J]wa. cita· 
crta, semangat pengabdian Pemerintah Kabupalen Bekasi: 

Passi 18 

Baglan Ketiga 
Lambang Daerah 

Naa..-.a Oaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a adalah atribut 

yarv menunjukan wilayah kerja seorang pegawai. 
N;;ma Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu 

can 2 cm di atas Lambang Daerah. 
Natna Oaerah berupa kain dengan jahitan border. tertulis KABUPATEN 

aa<ASI 

Pasal 17 

Bagian Kedua 
Nama Oaerah 

-a,ca~I: 
Pa,,:m, s.ama. 
•.Jt:D Kcoala• 
-a,w ?a.-,gl<at 

T....-.a J.abatan. 

..& A #'lit !(o,p,t. 

f • t:• .._ Daerah: 

~::.::: ?o:!I s , Dnas ten:!,ri atas: 

Pasal16 

Baglan Kesatu 
Jenis·jenis Atribut 

BABm 
ATRIBlIT PAKAIAN OINAS 



1 Tanda Pengenal sebagalmana dalam Pasal 19 ayat (1) terbuat darl bahan 
dasar kertas dibungkus laminating plastic; 

21 Tanda Pengenal berbentuk empat persegi panjang dengan ketentuan: 

a. Bahan dasar kertas berukuran 8.5 cm x 5.5 cm bertuliskan tanda 
pengenal diSertai pas foto; 

b. Plaslik laminating berukuran 9.2 cm x 6,3 cm. 

Tanda Pengenal dipakai oleh pegawal dalam menjatankan tugas; 
Tanda pengenal dipasang pada kanton9'saku baju sebelah kiri di bawah 
lencana KORPAi. 

( Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d un1Uk 
mengetahui identitas seorang pegawai; 

Pasal 20 

Bagian Kelima 
Tanda Pengenal 

Pasal 21 

• 1 Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dipakai 

pada semua jenis pakaian dinas; 
~ Lencana KORPAi sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1) untuk POH dan POU 

terbuat dari bahan logam wama kuning emas dan untuk POL disesuail<an 

untuk ketentuan dan peraturan perundang-undang yang bertaku: 
(3 Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri. 

Pasal 19 

Bagian Keempat 
Lencana KORPAi 

Z) Lambang Daerah beropa kain dengan ianrtan bordlr sebaga,mana 1amp,ran 

peraruran 1111: 
3 Lambaog Daerah dipakal dilengan baju sebelah kiri. 2 cm di bawah Nama 

Oaerah. 



c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV; 

d. Warna kuning untuk pejabat eselon V; 
e. Warna orange untuk pejabat non eselon: 

I. Warne ebu-abu untuk pejabat fungsional. 

( 1) Wama dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 didasatl<an 
pada jabatan yang dijabat oleh pegawai; 

(2) Wama dasar foto sebagaimana dimaksud datarn ayat (1 ), terdiri dari: 
a. Warna merah untuk pejabat eselon II; 

b. Warna blru untuk pejabat sselon Ill; • 

Pasa.123 

2. Bagian Belakang: 
a. Nama pegawai: 

b. Nomor lnduk Pegawai (NIP): 

c. Jabatan (Eselon jabatan structural dan nama Jabatan fungsional); 
d. Golongan Darah; 

e. Alamat kantor; 
f. Tanggal dikeluarkan: 

g. Pejabat yang mengeluarkan; 
h. Tandatangan pejabat yang mengeluarl<an; 

I. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan. 

Tanda Pengenal sebagallllana dimaks<.Jd dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) 
terdin dari: 
1 Bagian Oepan: 

a. Foto pegawai dengan memakai PDH Resmi: 

b, Lambang Daerah: 
c. Nama Pemerintah Oaerah; 

d. Nama Unit Organisasl. 

Pasal 22 



(1) Tanda pangkat sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 15 huruf g menunjukkan 
tingkat datam status pelaku Pejabat Carnal Clan Pejabat Lorah; 

(2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1), terdiri dari: 

Pasal26 

Bagian Kedelapan 
Tenda Pangkat 

Cl) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 huruf f terdiri dari: 

a. Topi Upacara: 

b. Mutz; 
c, Topi Lapangan; 

d. Peel Hitarn Polos. 
(2) Topi upacara sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) huruf a adalah topi 

upacara untuk kegialan upacara hari·hari besar; 
(3) Mutz sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) huruf b dipakai Pejabat Carnal, 

Lurah dan Kepala Desa dalam rnelaksanakan 1ugas sanart-nari; 
(4) Topi lapangan sebagaimana dimaksud oalam ayat (1) huruf c dipakai untuk 

kegiatan uoacara hari besar lainnya; 
(5) Peci hitam polos.sebagaimana dirnaksod dalarn ayat (1) huruf d dipakai pada 

saat memakai pakaian KORPAi. 

Pasal 25 

Bagian Ketujuh 
Tutup Kepala 

I Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e adalah atribUt 
yang menunjukan narna pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di alas 

sal<u: 
2 Papan narna sebagaimana dirnaksud ayal (1), berupa bahan ebonit atau 

plastic wama hitam dengan tullsan putih. 

Pasal 24 

Bagian Keenam 
Papan Nama 



'1) Tancta Jasa sebagalmana dlmaksud datam Pasal 15 huruf i merupakan atribul 

kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan Negara; 
(2) Tancta Jasa sebagalmana dunaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Pita T ancta Jasa; 
b. Bintang Tanda Jasa. 

(3) Tanda Jasa dipakai oleh Camat dan Lurah pada saat upacara pelantikan, 

upacara HUT Proklamasi dan HUT Kabupaten Bekasi; 
( 4) T anda Jasa dan Bintang T anda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, 

jaraknya dlsesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa 

Pasal28 

Baglan Kesepuluh 
Tanda Jasa 

I) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h menunjukkan 

jabatan setaku Camat dan Lurah; 

121 Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam berwama perak dengan logo 
garuda: 

131 Tancta Jabatan dipakai di dada sebelah kanan. 

Bagian Kesembilan 
Tanda Jabatan 

a Tanda pang!<.aI nanan )'a.'lQ lelbuat dan bahan oasar ka•n. wama kun,ng 

emas: 
b. Tancta pang!(at uoacara yang terbuat dan bahan logam wama kuning 

emas. 
3 Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipakai di atas bahu 

kiri dan kanan. 

Pasal 'Z1 



(1) Untuk pegawai dalam Unsur Teknis, Unsur Pelayanan clan BUMD mengenai 

ketentuan pakalan dinas yang belum dia1ur oatam peraturan ini akan 
ditetapkan kell)udlan oleh Bupati berdasarkan usulan Pimpinan yang 

bersangkutan; 
(2) Pakaian pegawai yang terkatt dengan keglatan perlindungan masyarakat dan 

Penanggulangan Bencana Daerah mengenai bentuk dan pen99unaannya 

dlsesuaikan dengan ketentuan yang ber1aku. 

Pasal 31 

BAS VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pembinaan can pengawasan terhadap penggunaan pakalan dinas dilakukan oleh 

Organisasi Perangkat daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sesuai 

tlldang kewenangannya. 

Pasa130 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pemakaian pakalan omas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan 
Pasal 14 diatur menurut harl pemakaian dan jenis kegiatannya sebagaimana 

iercantum dalam Lampiran II dan Lampiran Ill Peraturan ini. 

Pasa129 

BASV 
PEMAKAJAN PAKAIAN DINAS 



IJ ' HJ. 

-;; BUPATI BEKASIA' 

Oitetapkan : di Cikarang Pusat 

pada tanggal : 1 .li'ln 20G 

saeap orang mengelahuinya. memerintahkan pengundangan peraturan ini 

:;a-, penempatannya dalam Bertta Daerah Kabupaten Bekasi. 

~ ini mutai betfaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal33 

':~ diberlakukannya peraturan ini, maka: 
Peraruran Bupati Bekasi Nomor 20 Tahun 2013 lentang Pakaian Dinas 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasl; 
2 ... epo1usan Bupati Bekasi Nomor:800/111.2/BPPT/2012 tentang Pakaian Dinas 

~wa, Badan Penanaman Modal <Ian Pelayanan Perizinan Te,padu 

•:abupaten Bekasi; 

!k:alU. can dinyatakan tidak berlaku lagi 

Pasal32 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 


